PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR V% TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 117 TAHUN _
2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEHUTANAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

‘Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Pem%:uraﬂ_.j’---.; i
Daerah Nomor 8 Tahun ~ 2016  Tentang =
Pembentukan dan Susunan Perangka‘t Daerah
Provinsi Kalimantan Barat dinyatakan bahwa = 0
kedudukan, susunan organisasi, tugas‘dan fungsi,
serta tata kerja perangkat daerah due‘tapkan'_”_ e
dengan Peraturan Gubernur; - . D

b. bahwa untuk menmdaklaﬁjum Peramran }Isaez"ahf'_;if}; Sl
o Nomor 8 Tahun 2016 sebagaimana dzmaksud':f_{'j ST
. - dalam huruf a, dalam rangka menjalankan urasan S
pemerintahan bidang kehutanan telah ditetapkan .. =~
Peraturan Gubernur Nomor 117 Tahun 2016
Tentang Kedudukan, ‘Susunan Qrg&ﬂ13351 ’I“ugas.:f; R e
dan Fungsi serta Tata Kerja Dmas Kehutémaﬁ{
Provinsi Kalimantan Barat; : S

c. bahwa Menteri Dalam Negeri telah membenkang o
rekomendasi terhadap Unit Pelaksana Teknis yang .
diusulkan dan terdapat Unit: Perbemhan Tanaman i . N
Hutan yang direkomendasikan untuk dlbentuk Fh

d. bahwa dengan adanya rekomendasi pembentul«:an' Lo
Unit Pelaksana Teknis Perbenihan Tanaman Hutan
maka perlu adanya pembahan tugas. dan ftmgs__
pada Bidang Perigelolaan - Daerah Aliran Sungai
dan Rehabilitasi Hutan" dan- Lahan pada Dmas?:f Cohen
Kehutanan; . _ iR

e. bahwa berdasarkan pertzmbangan optﬁnahsamf_'f e e
pelaksanaan tugas dan fungsi di hngkungaﬁ inas oo
Kehutanan, perlu melakukan perubahan ter _adap_§_3
Peraturan Gubernur Nomor 117 Tahun 2@ 16




Mengingat

- -

bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagazmanag{" Ee
dimaksud dalam huruf a, huruf b; haruf ¢, hurufd =00
dan huruf e, maka perlu menetapkan Perattiran -~ =
Gubernur tentang = Perubahan Atas Peraturan'-.-“_f_
Gubernur Nomor 117  Tahun 2016 Tentang . '
Kedudukan, Susunan - Organisasi, Tugas dan o
Fungsi serta Tata Kezja Dinas Kehutaﬁan Provm81 _-ﬁ RN
Kalimantan Barat; ' : : S

Undang-Undang Nomor . 25 Tahun 1956 tentang;.--V.---__-.-:':_-..'.'if-__'-'_-:f;f'
Pembentiukan = Daerah-Daerah  Otorniom Provinsi = = =
Kalimantan =~ Barat, Kalimantan - Selatan dan =~ =
Kalimantan Timur (Lembaran 'Negaii"a;' Republik .~
Indonesia’ Tahun 1956 Nomor 65, “Tambahan -
Lembaran ‘Negara Repubhk Indonesza N(smor
1106): | I

Undang-Undang Nomor 41" Tahuﬁ 1999 tentangi.[__f,--' e
Kehutanan sebagajmana telah diubah denga_n
UndanguUnda.ng Nomor 19 Tahun 2604 tentang
Penetapan . Peraturan. Pemenntah Pengganti -
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2@04 tentang
Perubahan Atas Undang- -Undang Nomor 41 Tahun =~
1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang—Undang
(Lembaran Negara Rejpubhk indonesm Tahun 2004
Nomor -86, Tambahan Lembaran Negara Repu‘bhk
Indonesia Nomor 41 12); ' > S _

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014:_’ : _en‘{ang"
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Repubh
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan’i
Lembaran Negara Repubhk Indonema Nomo”

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 'i'ient_'_ :
Pemerintahan Daerahi - Sebagazmana telah diubah
beberapa kali dan’ terakhlr demgan Undang "ﬂd&mgi-
Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pembahan-g_Keduafﬁ
Atas Undang-Undang ‘Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Nega
Republik . Indonesia  Tahun 2015 N ;
Tambahan Lembaran Negara Repubhk ] ndone
Nomor 5679); SR e

Peraturan Pemenntah Nomor 18 Tahun _2016_9
tentang Perangkat  Daerah (Lembaran Negara
Republik . Indonesza Tahun 2016 Nomf)_r-* 4
Tambahan Lembaran Negat"a Republﬁé_?lnd&mam
Nomor 5887); L PR

Peraturan - Daerah Nomor 8 Tahun 20 16 entzmga
Pembentukan dan Susunan | Peraﬁg
Provinsi Kalimantan' Bara‘t
Provinsi ‘Kalimantan Barat. Tahun 2016 Nsmm
Tambahan Lembaran Daerah Provms1 Kahma‘
Barat Nomor 6); ' L -




Kahmantan Barat Tahun 2016 Nomor 1 1'7) |

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG PER’GBAHAN
ATAS" PERATURAN GUBDRNUR NQMOR‘H'Z TAHU. -
2016 TENTANG " KEDUDUKAN
ORGANISASI ’E‘UGAS DAN. FUNGSI .-;SERTA ’I‘A’I‘
KERJA DINAS KEHUTANAN PROVINSE KALIMANTAN
BARAT. - |

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nemm 117 "I‘ahu
Tentang Kedudukan, Susunan’ Orgamsas1, _Tuga,s dan’ F‘_ungm ‘ser
Kerja Dinas Kehutanan Provmsl Kahmantan Ba:rat (Bemta ﬁji)aer :

sebagai berikut :

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagalmana d1maksud-
Dinas Kehutanan menyelenggarakan fungsz

a. perumusan program kezja dz bldang kehuianan

ketentuan peraturan pemndang»undamgan
f. pelaksanaan evaluasz dan pelapora,n dz b1d_ ng kehutan

. pelaksanaan admmzstras1 Dmas Kehutanan

aa

h. pelaksanaan fungs1 lain dan tugas pembanman yanb_ it
Gubernur - di bldang kehu‘tanan sesuau ketent 3
pemndemg—undangan L - S




2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehmgga berbunya sebagm berﬂmt
Pasal 5 |

(1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan Provms1 Kahmantan Bm at:-':.;
terdiri dari : . _ S

a. Kepala Dinas;
. Sekretariat; _
. Bidang Penatagunaan dan Pengeioiaan Hutan

Qa_OU‘

.Bidang Perlindungan: dan Konsez vasi Sumber Daya Aiam i
Ekosistem; _ T A

e. Bidang Rehabilitasi dan Pengelolaan Daerah Ahran Sungaz
f. Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Perhutanan S@sml
g. Unit Pelaksana Teknis; | L : '
h. Kelompok Jabatan Fung51011a1

(2) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan sebacfalmana_; te _
dalam Lampiran yang merupakan ‘bagzan tldak terpzsahkan dari
Peraturan Gubernur inis . > : e

Kepala Dinas mempunyai fungs1 _ R _
a. penetapan program kerja d1 bidang 1».:‘81'111,1‘1:3351a;ny = Lo

b. perumusan kebijakan’ di bzdang penatagunaan daﬂ 'fpenfre}olaan
hutan, perlindungan dan konservasz sumber da' -
ckosistemn, rehabilitasi dan pengelolaan ‘daerah aliran  sung:
penyuluhan dan peng@mbangaﬂ perhutanan soszai; }'

dan ekosistem, rehabllltasz dan peng@l@la___
penyuluhan dan pengembangan perhuta:nan 8

ckosistem, rehabilitasi- dan pengelolaan dae_lah ahrarx” su g
penyuluhan dan pengembangaﬁ perhutaﬁan : ' i
ketentuan peraturan pemndang undangan o -

Dinas;

g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pen‘ye ¢ n {54 a
kegiatan di bidang - penatagunaan @ dan pengeiolaan
perlindungan dan- konservasi ‘sumber- daya alam dan  ekosist
rehabilitasi dan pengelolaan’ daerah ahran Sunga:z penyuiu
pengembangan perhutanaﬂ S()Slal :




__5- E

penyuluhan dan pengembangaﬂ perhutanan soszal

i. pelaksanaan - fungm lain dan tugas pembanma.z di
kehutanan yang . dlberzkan oleh Gubernm-'
peraturan pemndanﬁ—undangan ' S

Ketentuan Pasal 38 dmbah sehzngga berbunyz sebagaa berzku

Bidang Rehablhtaﬁ cian Pengelolaan Daerah Ahran Sung&u
Pasal 38 T

Bidang Rehabilitasi : dan Pengelolaan Daer&h Ahran Sungai
sebagaimana diraksud cialam Pasal 5 ayat [1) humf ‘e, d1p _mpm '1@1:1
seorang Kepala Bidang yamg berada d1 bawah dan bertangguﬁg} ;
kepada Kepala- Dmas L S

Bzdang Rehabﬁﬁa& dan
mempunyai fungsi : S

pengembangan - dan psngelolaan hutan kot_a :
pengelolaan daerah ahzan sungai, pengelaiaan -k

Aliran Sungaz,




perundang-undangan;

rehabilitasi dan pengeiolaan daerah ahran snmgaj Sesuax k
peraturan perundang- undangan ' 2 e

j. pemberian saran dan pernmbangan kepada k:epala Dmas berkenaa
dengan tugas dan fungs1 di- bidang' rehab111ta31 danf--" pengeloia'_'
daerah aliran sungai; : : G

k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap peiaksanaan’ tuga & di
bidang rehabilitasi dan penge]olaan daerah alzran sungal

. pelaksanaan fungsz laln yang dlberzkan oieh Kepaia Dmas:_ di -bzdang

Pasai 4 1

(1} Bidang Rehabilitasi - dan Pengelolaan Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 membawahz

a. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahara, SR

b. Seksi Pengelolaan Daerah Allran Sunga:, e

c. Seksi Pengembangan dan Pengeialaaﬂ Hu"i:an Kota

d1 bldang rehablhtam hutan dan lahan, i '. B

c. pelaksanaan koordmam dan faszhtasz dl b1dang rehab it:
dan lahan; - : : o -




lahan, penyiapan bahan daiam Rencana Penge}olaam Rehabzhiasr
Lahan dan Rencana Tahunan Rehabﬂztam La,han di Taar: I{awasan:
hutan negara dan pelaksanaaﬂ rehabilitasi lahan melalui: huia:rr
rakyat di wilayah provm31 sesuai kete:atuan peraturan peruﬁdan

undangan,; . : S :

. pelaksanaan urusan pemermiahan di- bzdancr rehabzhtas;, " 'amnyaﬁ
yang berkaitan dengan kewajiban: pelaksanaan rehabﬂz’sam_ pada
areal pinjam pakai kawasan hutan' sesua1 ketentua.n 'peraturan
perundang-undangan; SR

. pelaksanaan urusan pemermtahan d1 b1dang penghgauan di
kawasan hutan, pe}aksanaan penanaman pada fasﬂztas _umum di

’mdang rehabilitasi hﬂtan dan iahan,

.pembenan saran dan pertlmbangan kep&da k_epala

dan lahan;

. pelaksanaan momtormg dan : penyusunan 1apora_n _
pelaksanaan tugas’ dan fungs1 ch b1c1ang rehabzhtas1 hutan dfm
lahan; - L

. pelaksanaan fungsi lain’ d1 b1dang rehabﬂztam hutan'-dan__ia _an TAT g_
diserahkan oleh Kepaia Bldang L .

. Ketentuan Pasal 44 diubah sehlngga berbunyx sebagal beriku

Pasal 44

Seksi Pengelolaan Daerah Aizran Sungau seb. al'

sungai serta mengendallkan peiaksanaan kegxatan
tugas dan fungsmya L Smii

Seksi Pengelolaan Daerah Ahran Sungai mempunyaa fu'ﬁgs"

a. penyusunan rencana kegiatan Sei<51 Pengeloiaan 'Daerah
Sungai; - G :

b. pengumpulan, pengoiahan bahan cian pemmusan cebijakan
di bidang pengeioiaan daerah ahran sungau '

c. pelaksanaan koordmam dan faszhtasa d1 b}dang pen':."'lc: :
aliran sungai; R '




12.

d. pelaksanaan urusan pemermtaha:n d1 bs_dang pengelolaan:daerah___
aliran sungai, monitoring dan evaluasi pengeielaan DAS ch wﬂayah{.-_-“-__. R
provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan L e

¢. pelaksanaan urusan pemermtahan di b1dang pengdol&aﬁ_””
konservasi tanah den Calr (perencanaan pembmaaﬂ d&n%‘;_--
pengawasan) dan penyelenggaraan - vegetatif, agronomz da
teknis (pembuatan bangunan konservasi tanah dan au') 'mmajemen_
dan atau metode lain yang sesuai dengan perk;embamgan 11111 _
pengetahuan dan teknolog1 ' R Heh

f. pengendalian dan pengawasan terhaciap peiaksanal i tug&lSda

fungsi di bidang pengeloiaan daerah ahran Sungatt

g. pemberian saran dan pemmbangan kepada kepaia bzdang;--;i_
berkenaan dengan ‘cugas dan fungs1 di- bzdang pengclolaan da@rah:
aliran sungai; G

h. pelaksanaan monitoring = dan : penyusunan laporaﬁ terhadap_f
pelaksanaan tugas dan fungm di b1dar1g pengeloiaan daerah aliran
sungai; : : :

i. pelaksanaan fungsi lain ch bldang pengelolaan daerah hran.s'
yvang diserahkan oleh I{epaia B1dang -

Ketentuan Pasal 46 dmbah sehmgga berbunyl sebagal 'be:mku
| Pasal 46 o

a. penyusunan rencana kegzatan Seks1 Pengembanaam
Pengelolaan Hutaﬂ Kota, ' : ; _

b.

hutan kota, 1dent1ﬁkas:t ‘dan penetapan hutaii kota di
provinsi sesuai ketentuan peramran perundang~undangan,

bidang pengembangan dan: pengelolaan hutan kota, .

f. pemberian saran dan - pert;mbangan kepada kepaia_ :
berkenaan dengan tugas dan’ fung31 di’ bldarig pengembangm
pengelolaan hutan kota; e _




- 9 -

g. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan tér}iaéiap'
pelaksanaan tugas dan fungsi di pengembangan dan pengelolaan
hutan kota; _

h, pelaksanaan fungsi lain di bidang pengembangan dan pengeiolaari
hutan kota yang diserahkan oleh Kepala Bidang. :

14. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 67

(1) Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan
Gubernur Nomor 117 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan.
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kehutanan -

Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kahman‘tan" o o
Barat Tahun 2016 Nomor 117), masih tetap berlaku ‘sepanjang.

tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini dan belum
ditetapkannya peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan .
Peraturan Gubernur ini.

(2) Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas di lmg}mngaﬁi_ S

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat tetap melaksanakan_-
tugas pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat sepanjang -
belum ada penugasan yang baru dari anbat Pembma o

Kepegawaian. )

Pasal I

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundamgan o S
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Eemta Daerah'-.-_ S

Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak |
pada tanggall}- s :Efg%éé*% 2018

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT L S

“SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal |}, {1

Plh. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

W h—

SYARIF KAMARUZAMAN
BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018 NOMOR ?{Jz
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RENCANA KERJA UMUM DAN KEUANGAN DAN
DAN MONEV APARATUR ASET
[ _ i _
BIDANG RIDANG BIDANG BIDANG
PENATAGUNAAN DAN PERLINDUNGAN DAN mmmm,wﬁgmm U,pmp.m PENYULUHAN DAN
PENGELOLAAN HUTAN KONSERVASI SUMBER DAYA PE >Em>ﬁ?ww%%m PENGEMBANGAN
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